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o PUTUSAN .~
G)v*?\ Nomor 204/B/TF120231PT6@N.JKT.
N O
<% DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
\«V‘ PENGADILAN TINGGI TATA QQ\HA NEGARA JAKARTA
©) ©) C
&\éo memeriksa dan memutus&geﬁgketa tata usaha negara dalam tingkat &\%O
@ banding dengan acara biasa ygﬁg diselenggarakan secara elektronik melalui ??
% % %
§\ Sistem Informasi Pengad@, telah menjatuhkan putusan sebagai ber\@\t
({F\O dalam sengketa antara<:<§Q <<§®
< DIREKTUR JENDElgAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMEN%ERIAN
ENERGI DAN %?MBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDON@A.
5?* Berkedudukan di JI. Prof. Dg?\%upomo, S.H.,
OVQY No.10, Kel. Menteng @%Iam, Kec. Tebet,
%Q/ Jakarta Selatan. Qé«%asarkan Surat Kuasa
VQ\V Khusus NomqgY 160.KS/HK.06/DJB/2022,
VO% tanggal 30 g&sﬁember 2022, memberi kuasa
A A
s kepadax v
N\ N
%00 1. Qﬁ@y Dayyantara, S.H., M.H., %QC
é&\ <{Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., %/\\
O\\,?‘ O\\,V‘S. Wawan Supriawan, S.H., Q\\Y‘
écy (»* 4. Yosephine Anastasia, S.H., é@v
& & 5. Muhammad Aditya Putra, S.H., <
6. dkk
g <¥
\lyQ‘ Kesemuanya Pegawai N%g;gﬁ Sipil  di
vﬁv Kementerian Energi da@)vSumber Daya
OVQ Mineral, berkedudukalbqgﬁkum di JI. Prof. Dr.
Vé((/ Soepomo, S.H., &%’.10 RT1/3, Menteng
(9?‘3‘ Dalam, Tebet, @Qiarta Selatan,DKI, 12870
&VQ domisili eIekg&ﬂk litigasiminerba@gmail.com;
\&V Selanjut{zy‘h‘ disebut sebagai Pembanding/
©) . (
© Tergugat; 0
O N >
?‘é« ?I\gsé LAWAN ?‘é«
\4 \4 N4
0?9 PT YUDAF PERSADA .JAC\;@ suatu perusahaan yang didirikan berdasa(rgl@%
Q@é Q@é hukum Republik Indonesia, berkedug@%an di
g <¥
<& <&
y@ Him.1 dari 8 hlm.Put.No.204/]§5@%023/PT.TUN.JKT
& &
& &
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& & _
Jakarta Selatan d@ﬁgan alamat di Gedung
Office EightyEi %Kasablanka Lantai 9 Unit.
Al A, Jalan C@ablanka Kav. 88 Kel. Menteng
dalam, Kg& Tebet, Kota Jakarta Selatan
S 128\%6? yang didirikan berdasarkan Akta &\é
D Rendirian Perseroan Terbatas PT. Yudaf ?‘é
Q ?9\\’Persada Jaya Nomor: 08 tanggal &%’
((/%O September 2005, yang dibuat di hadépan
3 Buhari S.H., Notaris di Bogor, akta mafa telah
N2 mendapat pengesahan dari M(aj@ri Hukum
Dan Hak Azasi Manusia R@Xblik Indonesia
Nomor: C-31908 HT.Olgk.ﬁrH.ZOOS tanggal
& 01 Desember 2005 g(/épgkhir diubah dengan
Akta Pernyataan @utusan Para Pemegang
\)@?‘ saham PT. Y$dﬁf Persada Jaya Nomor: 05
<X tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dihadapan
Sari Ja&o’% S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten
© dan telah mendapatkan k g
S Bar@ﬁ?wg, an telah mendapatkan keterangan /\\g
vé beritahuan dan dicatatkan dalam systerq?ﬁ

&

Q\\’ Q\\’Administrasi Badan Hukum, sebagaima(ﬁ’
< eov dimaksud dalam surat dari Menteri Em
© Dan Hak Azasi Manusia Republik IRdonesia
& Nomor AHU0089583.AH.0%489.0100569
« tanggal 14 Maret 2023, ya@ydalam hal ini
Q_?‘ diwakili oleh RESA RA@RN, warganegara
(OOV Indonesia, pekerja@éﬁﬁv sebagai  Direktur,
bertempat tinggﬁk diKomplek Bappenas
och Nomor D-12 R\@’o? RW. 002, Kel. Kalibata ,
<X Kec. Pancefan, Kota Jakarta Selatan, yang
dengarb\é“emikian bertindak untuk dan atas ¢
\eo na«r@OPT. Yudaf Persada Jaya. Berdasarkan &\QO
?‘é §Brat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 202%%
Q\\’ ?9\\’telah memberi kuasa kepada: vQ\V
({/eo 1. SYAMSUDIN SLAWAT PESILETTE, SH.
< 2. NURAINI, S.H., M.H. Q

¥ <X
Q‘ Hlm.2 dari 8 hlm.Put.No.204/B/TF/20 T.TUN.JKT.
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go 3. TEUKU RAJA R@‘}%ANDAR, S.H.
Semuanya o\a@rga negara Indonesia,
¥ pekerjaan <Advokat, dan Konsultan Hukum
berkangr&vpada Kantor Hukum Art & partner
>

3 La)QQ‘SC?rm, beralamat di Menara Kuningan 8 ™ <

@ \ﬁ})or suite, JI. H.R.Rasuna Said Blok X-7 Kav.\/@
N N
Ov ®§ 5 Jakarta 12940 dan berdomisili elektrq,@k

<
Q‘o% QQ? pada  alamat email  syams. @Iette

<% @gmail.com R
s Selanjutnya  disebut sebagziiy?‘l' erbanding/
?*SV Penggugat; vp?“
Pengagt\lg“n Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terseb%to??“
Merq&ica surat-surat yang bersangkutan yang {fférupakan bagian tidak
¢! . - \2\?‘
%t\e.?plsahkan dari putusan ini; 5
DUDUK SENG{géTA

A
<% Memperhatikan dan menerima<keadaan-keadaan mengenai duduk

¢

(
O
N &\%
Q Jakarta Nomor 457/G/TF/202{@T UN.JKT, tanggal 9 Maret 2023 yang Q
\\y marnya berbunyi sebagai it' \\/?‘
J aayaeuyseagavlgg}fu. Q
AN O MENGADILI S
& | & O
I. Eksepsi
Menyatakz@fgksepsi Tergugat tidak diterima; Qf\v
v g
Il. Pokok Peg{&‘ra 5?‘1‘

1. Me@bulkan gugatan Penggugat untuk seluruhn Q;V‘

N\
sengketa ini seperti tertera dalar%(ﬁjtusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Zé@ényatakan batal Tindakan Administrasi @merintahan Tergugat
\2\?‘ berupa tidak memasukkan Izin Usaha P\??tambangan Tahap Operasi
Q@v Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan ol upati Morowali berdasarkan
<% Keputusan Bupati Morowali NO{@? 540.3/SK.006/DESDM/IV/2011
OO\ tanggal 09 April 2011, tentarga?ersetujuan Peningkatan Izin Usaha O(
«\é Pertambangan Eksplorasi N@njadi Izin Usaha Pertambangan Operasi «\é

Produksi Kepada PT Yu\q/B?Persada Jaya, ke dalam Daftar Izin Usaha \\y*

OV Pertambangan Yan menuhi Ketentuan; 0?9

3 S 3
& & &

¥ <X
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Oc)?‘ Pertambangan Operasi Produksi atasoag%fma PT Yudaf Persada Jaya
<X sebagaimana  Surat Keputusary~ Bupati  Morowali  Nomor:
540.3/SK.006/DESDM/IV/2011 C}%ggal 09 April 2011, tentang ¢
Persetujuan Peningkatan Izj{)\\égaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi &\eo
?‘é Izin Usaha Pertambanga@perasi Produksi Kepada PT Yudaf Persada @
\g

4
Jaya, ke dalam Daf@\lzm Usaha Pertambangan Yang Memen

(5\ Ketentuan; ((/%O Q/%C?

4. Menghukum T§rgugat untuk membayar biaya perkara §ejumlah
Rp292.008g&) (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah%g’}

Bahgté_, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara)é-akarta Nomor:
457/G/T‘§?~5622/PTUN.JKT., diucapkan dalam persidéh%an yang terbuka
untL{K(/%mum pada Hari Selasa, tanggal tangg Maret 2023, dan telah
@%mpaikan melalui Sistem Informasi Peng@ﬁaﬂ dengan dihadiri secara

&v\)%elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat 2%&uasa Tergugat;
s Bahwa, Pembanding melalui kilasa hukumnya telah mengajukan
OO\ permohonan banding secara elektrogﬂ?\melalui Sistem Informasi Pengadilan @C
sesuai Akta Permohonan B ﬁﬁmg Nomor 457/G/TF/2022/PTUN.JKT., %&\
N tanggal 17 Maret 2023 agar (;ti,gériksa dan diputus dalam pengadilan tingkat\\,?‘
(9§ banding; éQVO éOVQ
Bahwa, Pemtz%ﬁding mengajukan memori banding tertangﬁél 24
Maret 2023, yafly mengemukakan dalam memori bandirgnya pada
pokoknya tidqf sependapat dengan pertimbangan hukung?dan putusan
Pengadils_&srata Usaha Negara tingkat pertama, sebagdimana lengkapnya
daIarQ/@Femori banding dan mohon Pengadilan T)'{/rqg%i Tata Usaha Negara
J\g&a%ta memutus sebagai berikut: \gy‘é
Qcy MENGA%UJ:
<Y 1. Menerima Permohonan Banding dark PEMOHON BANDING (DAHULU
¥ TERGUGAT); o\/\v ;
& 2. Membatalkan Putusan PTUN«\é(%karta No. 457/G/TF/2022/PTUN.JKT /\\QC?

D tanggal [***] 2022; [ <
o\VV <>\Vv o\VV

<3 <3 é<9v

Q‘o

¥ <X
Q‘ Hlm.4 dari 8 hlm.Put.No.204/B/TF/20 T.TUN.JKT.
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Q\Ve@ MENGADILI SENDIRKS
06\”. Menolak Gugatan Penggugat untuk selua}hnya, atau setidak-tidaknya
As menyatakan Gugatan Penggugat tid apat diterima (niet ontvankelijke
<Y verklaard); \&?‘
\éo 2. Menyatakan sah Tindakan Teégm%at berupa tidak memasukkan IUP éa(
TERMOHON BANDING (d@ﬁu PENGGUGAT) ke dalam daftar Izin é&
Usaha Pertambangan ya emenuhi ketentuan; \\Y‘
(9?“ 3. Menghukum Penggug&ﬁintuk membayar seluruh biaya yang timbulgaﬁm
perkara ini. Q(‘/ Q(</
Bahwa, mpmori banding Pembanding telah disampa'{kan secara
elektronik mel@zﬁ’Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak\J\I_ag\?an;
B hv?é, Terbanding mengajukan Kontra Memori %ﬁding tertanggal
5 Aprilé&& yang mengemukakan dalam kontra mengg"bandingnya pada
pokQﬁﬂya sependapat dengan pertimbangan huku@’dan putusan Pengadilan
@t% Usaha Negara tingkat pertama, sebagaim@g lengkapnya dalam kontra
\)gmemori banding dan mohon Pengadilan Tingg'ar'Tata Usaha Negara Jakarta
<% memutus sebagai berikut: &vﬁ&v
OO\ 1. Menolak Permohonan Banding PIE?MBANDING beserta alasan-alasannya, §
\e atau &\é &\%
§ 2. Menyatakan Permohonan %aﬁding PEMBANDING tidak dapat diterima \y%
3. Menerima dan mengab%@n Kontra Memori Banding TERBANDING 0?9\
((/% 4. Menguatkan Putu@}n Pengadilan Tata Usaha Negara Qﬁkarta
Nomor:457/G/TF/2822/PTUN.JKT tanggal 09 Maret 2023.
Bahwa g/hemori banding Pembanding telah disam Jkan secara
elektronik mgg}ﬁTui Sistem Informasi Pengadilan kepada pih%@l{awan;
Iiﬁ?iwa, Pembanding dan Terbanding telahqﬁiberi kesempatan
memqfikvsa berkas sengketa banding (inzage) sé@gfa secara elektronik
nlgl»a ui Sistem Informasi Pengadilan; Qy
Q@V PERTIMBANGAN HEKUM
<X Menimbang, bahwa Pembandingr pada pokoknya berkeberatan
terhadap putusan Pengadilan Ta af\ Usaha Negara Jakarta Nomor ¢
@0 457/GITF/2022/PTUN.JKT tanggil\\@ Maret 2023 tersebut; /\\QO
?‘é Menimbang, bahwa sek&alum mempertimbangkan lebih lanjut tentang@
QY pokok perkara, terlebih dg@mu dipertimbangkan tentang tenggang wakg”

D pengajuan banding; $C9 QOV
< < <

N3 R

<Y <Y
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cJerbuka untuk umum secara elektronik meIaI&b&‘stem Informasi Pengadilan
<Y pada tanggal 09 Maret 2023, dan salinan plitusan telah disampaikan kepada

para pihak melalui Sistem Informasi Pgn&gvadilan; ¢

Menimbang, bahwa den,g\a‘go telah disampaikannya salinan putusan &\e@

A
?‘é kepada para pihak melalui Sis@‘n Informasi Pengadilan maka secara hukum @
putusan dianggap telah dit@\ﬁ Para Pihak dan dilakukan dalam sidang y@/
< terbuka untuk umum:; %O %O
o | & | | &
Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding
sesuai Akta @mohonam Banding Nomor: 457/G/TF/2@/PTUN.JKT
tanggal 17 et 2023 dan setelah dihitung dari putusan teg%but diucapkan
pada tag@&al 9 Maret 2023 sampai dengan pengajuan gézding pada tanggal
17 I@r%t 2023, maka permohonan banding masih q@am tenggang waktu 14
(?eg%pat belas) hari kalender sebagaimana kevgéﬁtuan Pasal 123 Undang-
&v\)c‘hndang Nomor 5 tahun 1986 jo Pasal&%\)?]gka 12 Peraturan Mahkamah
s Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Per@bahan Atas Peraturan Mahkamah
o Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentan \ministrasi Perkara Dan Persidangan @C
di Pengadilan Secara Elektronikj 1 Ketentuan Umum 21 Keputusan Ketua %&\
O\\, Mahkamah Agung Nomor @KMA/SK/XII/ZOZZ tentang Petunjuk TekniQQv?‘
@V Administrasi dan Persidapgan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan @3
Usaha Negara DiQ(@engadiIan Secara Elektronik, oleh kaq%’nanya
permohonan banding secara formal diterima; e
Menirqﬁang, bahwa pengadilan tingkat banding merr@%%jari dengan
seksama @?ﬁan resmi putusan Pengadilan Tata Us Iq;a? Negara tingkat
pertag}avkhususnya dalil, bukti, memori banding daanngitra memori banding
y\%@diajukan para pihak, serta dihubungkan der\gﬁn ketentuan perundang-
0qYﬁdangan dan ketentuan hukum lainnya )@9@ terkait dengan sengketa,
<Y menyatakan sependapat dengan pertimh@ngan putusan peradilan tingkat
pertama, objek sengketa berupa tinda&ga% Tergugat yang tidak memasukkan ¢
\eo IUP Penggugat ke dalam Daftar Iggc?ang Memenuhi Ketentuan merupakan «\QO
@ tindakan tidak melakukan P/@"ouatan konkret yang menjadi kewajiban\y%
R hukumnya (obligation of @), maka terhadap gugatan Penggugat te@
Q§O beralasan hukum untquOﬁlcﬁabulkan seluruhnya; Q((/%O

<Y <Y
Q‘ HIm.6 dari 8 hlm.Put.No.204/B/TF/20 T.TUN.JKT.
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cNegara Jakarta tersebut telah tepat dan benag, sehingga dapat diambil alih
<% menjadi pertimbangan hukum Majelis tiakim Banding dalam memutus
<¥ sengketa ini; \&V
O - O : . &
S Menimbang, bahwa b(?{\@é%arkan pertimbangan diatas dengan &\é
< demikian putusan Pengadilap Tata Usaha Negara Jakarta Nomor &
Q\\y 457/G/TF/2022/PTUN.JKT teggal 9 Maret 2023, yang dimohonkan banding™
S haruslah dikuatkan; & %@V
< Menimbang, $pahwa sesuai dengan Pasal 110 Undanggﬁndang
Nomor 51 Tath_f&OOg tentang Perubahan Kedua Atas Un@g-Undang
Nomor 5 Tahuh'1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?ﬁ%ka kepada
Pembanc@;rg? sebagai pihak yang kalah dalam perka@?ni dihukum untuk
memg/éa}?ér segala biaya perkara sejumlah yang @Ycantum dalam amar
p\g\qﬁan; \Z‘ve
g?“ Memperhatikan Undang-Undang Nog@?’s Tahun 1986 sebagaimana
<Y terakhir diubah dengan Undang-UndangWomor 51 Tahun 2009 tentang
¥ Perubahan Kedua Atas Undang-Urgg%% Nomor 5 Tahun 1986 tentang
\go Peradilan Tata Usaha Negara, ggﬁang-undang Nomor 30 Tahun 2014 /\\g@
vé tentang Administrasi Pemerin{)@han, serta peraturan perundang-undangan ve
Q\\’ dan ketentuan lain yang bek@‘}ftan; Q\\’
P (ﬁ@ MENGADILI
Q 1. Menerima permohc%an banding dari Pembanding;
2. Menguatkan @Eusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jagkdrta Nomor
457/G/TF€$b;2/PTUN.JKT tanggal 9 Maret 2023, y@? dimohonkan
banding” ?gy
3. Mepighukum Pembanding untuk membayar bi perkara yang timbul
L¥alam tingkat banding sebesar Rp.250.000.0Q;¥(dua ratus lima puluh ribu
& rupiah); &
&?’S Demikianlah perkara ini diputzé\galam rapat musyawarah Majelis
0(9\ Hakim Pengadilan Tinggi Tata Us%ha\ Negara Jakarta pada hari Rabu, O(
«\é tanggal 6 September 2023 olekﬁudhi Hasrul, S.H., sebagai Hakim Ketua «\é
Majelis yang ditetapkan oIe\QY?etua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Neg@h%
O?‘ Jakarta, bersama-samaéie%gan Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.,Cﬁgn

T. Sjahnur Ansjari,Q@L, M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggot@?/éserta

¥ <X
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NS _
dluggpkan dalam persidangan yang terbuka ura\;.ﬁ umum secara elektronik
q?ielalw Sistem Informasi Pengadilan pada @B‘n itu juga oleh Majelis Hakim
«?‘ tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H., sebag&r Panitera Pengganti Pengadilan

O\«V Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, ctga'hpa dihadiri oleh para pihak maupun ¢
&\ee kuasanya. &\ée &\ég
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



